BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengelolaan,penyaluran dan penata usahaan dana
bergulir yaitu penulis melihat bahwa program pengelolaan dana
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Kelapa Lima
dikatakan kurang baik karena dalam perjalanan atau prosesnya tidak
dijalani dengan tahap-tahap dan mekanisme yang baik sehingga
menimbulkan adanya kredit macet

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya kelalaian dalam
pengembalian kredit dana bergulir yakni:

a. Pemahaman yang keliru dari masyarakat penerima dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)

b. Adanya unsur kesengajaan dari peminjaman dana

c. Mekanisme penagihan yang belum optimal secara baik

d. Keadaaan Force Major

e. Usaha dari para penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(PEM) yang tidak optimal.
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6.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapa memberikan saran
sebagai berikut :

1. Bagi kelurahan Kelapa Lima, khusus bagi pihak pengelola dan
bergulir perlu mendata kembali dana bergulir yang dikelola langkah
ini perlu dilakukan untuk dapat digunakan menjadi dasar pengambilan
kebijakan sistem pengelolaan penagihan yang tepat sasaran oleh
pemerintah sehingga dapat digulirkan kembali kepada masyarakat.

2. Pengawasan di kelurahan sebagai fasilitator harus ditambah agar
pelaksanaan pengawasan dapat dioptimalkan lebih sehingga dapat
menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai peminjam dana dan
pengawasan yang lebih diharapkan dapat memberikan efek yang
positif bagi proses pengelolaan dana bergulir. Dan bagi masyarakat
yang menunggak melewati masa jatuh tempo sebaiknya diberikan
sanksi yang tegas bukan hanya peringatan tertulis sehingga dapat

membuat efek jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
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